NOMOR : 19

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TAHUT\ 1982 SERI : DNO, 19

Menimbang

Mengingat

PFHA'TUR&N r};‘k! RAH PROPINSI DAERAN
TINGKAT 1 BALI

NOMOR : 0B TAHUN 1981
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGHATAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT 1 BALIL

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang
Nomaor : 5 Tabun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang petiu
untuk menetapkan Peraluran Daerab Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhen-
tian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

1.

Undang-undang Nomot 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenp-
gara Timur [Lembaran MNegara Tahun 1958 Nomor : 115 Tamba-
han Lemhbaran Negara No. 1649) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 lenlang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ({lembaran Megara Tahun 1974 Nomor @ 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor : § Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok Ke-

pegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041)

. Undanp-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

{Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3153) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momeor 1 Tahun 1981 tentang
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Menetapkan
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Pe.
rangkat Desa ;

f. Peraturan Menterd Dalam Negerd Nomor 2 Tabun 1981 tentang
Pembentukan Lembaga Musyawarnh [Desa ;

T. Pevaturan Menteri Dalam Neged Nomor 3 Tabun 1981 tentang
Keputusan Desa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Nepgeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tata
Cara. Pemililian, Pengesahan, Penganpgkatan Pemberhentian  Se-
mentara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dae-

rah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Peraluran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan, Penpgangkatan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Kepala Desa,

BADR L
KETENTU AN UMUM,
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud denpan

a, Desa adalah suatu wilavah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sobapal kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesaluan mas-
varakat hukum vang mempunyai organisas] pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat dan herhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendir dalam [katan Negara Kesaluan Republik Indone.
sid ;

b. Lembaga Musvawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/
Permuflakatan vang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala
Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasvarakatan dan Pemuka-
Pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutlan,

kAR IL
BAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA,
Pasal 2.

{1). Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawa-
rah Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa
atau Pejabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah
Desa untuk
a. menyusun panitya Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan

Kepala Desa dan mengajukannya kepada Bupati Kepala
Daerab Tingkat 1T melalui Camat untuk mendapatkan pe-
ngesahan ;



b. membahas mengenai rencana biaya pemilihan ;

{2). Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.

i3}, Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Camat memberikan penjelasan kepada para ang.
gota Lembaga Musyawarah Desa yang dianggap perlu untuk di-
ketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(4}. Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa sebapgaimana dimaksud
dalam ayat {1} baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan
pengesahan dari Bupati Kepala Desa Tingkat I1.

BAB IL
PENGANGEATAN PENJABAT KEPALA DESA.
Pasal 3.

{1). Pengangkatan Penjabal Kepala Desa diletapkan dengan Keputiu-
san Bupati Kepala Daerah Tingkal I1 atas usul Camat.

(2}, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
angkat seorang dari anggola-anggota Perangkat Desa yang ber-
sangkutan atau pejabat lain pada Kantor Kecamatan.

{3). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1
{satu) tahun,

{4). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat
Kepala Desa, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l segera me-
ngadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan,

BAB IV,
PANITYA PEMILIHAN.
Pasal 4,

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati Kepala Daerah

Tingkat Tl membentuk Panilya Pemilihan Kepala Desa yang terdin

dari :

a. Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan, yang keanggotaan-

" nya terdin atas para anggota Lembaga Musyawarah Desa, jumlah-
nya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan dike-
tahui oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa. Dalam hal Sek-
retaris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam
Pemilihan Kepala Desa, maka Ketua Panitya Pencalonan dan Pe-
laksanaan Pemilihan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Ting-
kat IT atas usul Camat,

b. Panitia Pengawas terdir atas :

1. Camat sebagai Ketua ;
2. Dua orang pejabat dari Anpkatan Bersenjata Republik Indo-
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nesia yaitu satu orang dad Kepolisian dan satu orang dan
Angkatan Darat atau Anglatan Laut atau Angkualan Udara ;

c. Panitia Peneliti dan Penllal texdir atas

0 O e O b3

Sekretaris Wilayah/Dacrah Tingkat [] schagai Pembina,
Kepala Bagian Pemerdnlahan sebapai Ketua,

Kepala Sub. Bagian Desa sebagai Sekretaris.

Wakil dari Bagian Hukum sebagai anggota.

Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai Anggota.
Wakil dari Kantor Pembangunan Idesa sehapai Anggota,

Pasal 5.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :
a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemiliban

1.
2.

110,

mengadakan pendaltaran pemilih.

meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pe-
ngawas untuk disabkan.

menerima dan meneliti pesyaratan administratip bakal calon
Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panilia Pe-
neliti dan Penilai melalui Kelua Panitia Pengawas.
mengajukan rencana blava pemilihan.

menyviapkan kartu suara ataw vang sejenis sesuai dengan daf-
tar pemilih yang telah disahkan.

mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemu-
nputan suara kepada Ketua Panitia Pengawas,

mengumuwmkan di papan pengumuman yang terbuka nama-
nama calon dan daftar pemilih vang sudah disahkan.
mengadakan persiapan untuk menjamin supayva pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman
dan teratur,

melaksanakan pemungulan suara,

membuat berita acara jalannyva pemilihan dan berita acara
perhitungan suara, serta mengirimkan kedus berdta acara
dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat I melalui
Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,

b. Panitia Penpawas :

1.
2,
3.

mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa,
mengesahkan daftar pemilih,

menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa be-
serta persvaratannya dan hasilnya dikidmkan kepada Ketua
Panitia Peneliti dan Penilai.

mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengam-
bill langkah-langkah pengamanan vang diperlukan.



5, momeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan dan pelaksa-
naan Pemilihan, ]

6. memberikan petunjuk-petunjuk tehnis pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa,

7. mengkoardinir rapal-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksana-

an Pemilihan,

B. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti
clan Penilai,

Panitia Peneliti dan Penilai :

1. meneliti daltar bakal calon Kepala Desa dan pemsyaratannya
serta  memberikan pertimbangan-pertimbangan  menpgenal
bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati Kepala
[Maerah Tingkat [ untuk ditelapkan sebapai bakal calon Ke-
pala Desa vang berhak mengikoli ujian penvaringan,

2 melaksanakan penilaian bakal calen Kepala Desa vang belum
memenuhi syaral dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati
Kepala Daeralh Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Ke-
pala Desa vang berhak mengikuti pemilihan,

3. menghadirl pelaksanaan pemilikan Kepala Desa,

4, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupali Kepala
Dagrah Tingkat II terhadap laporan pelaksanaan Pemiliban
Kepala Desa vang disampaikan oleh Panitia Pencalonan dan
Pelaksanaan Pemilihan,

BAB V.
HAK MEMILIH DAN DIPILIH.
Pasal 6.

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk [Desa, Warga Ne-
gara Republik Indonesia yang :

a.

b.

terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-pulus.
sudah mencapai usia 17 {lujuh belas) tahun atau telah/pernah
kawin.

lidak dicabut hak memilihnya berdasarkan kepulusan pengadilan
vang mempunyai kekuatan pasti,

ticak pemah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
sesuatu kegiatan yang menghianati Mepara Kesatuan Republik
Indosia yang berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar
1945 seperti G. 30 5./PKI dan atas Orpanisasi tedarang lainnya
kouufi ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang
herlaku.

Pasal 7.

{1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa,
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Warga Negara Republik Indonesia yang :

a.
b,

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Mepara dan Pemerintah Republik Indonesia, q
berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
tidak pernah terlibat langsung atau lidak langsung dalam su-
atu kepiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, seperti G, 30 5./PKI dan atav Kegiatan-kegiatan
organisasi terlarang lainnya,

Tidak dicabul hak pilihnya berdasarkan Kepulusan Pengadi-
lan vang mempunyai kekuatan pasti.

tidak sedang menjalankan Pidana penjara atau kurungan ber-
dasarkan Keputusan Penpadilan vang telah mempunyai ke-
kuatan pasti, karena tindak Pidana yang dikenakan ancaman
Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,

Lerdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di
Desa yang bersangkutan sckurang-kumngnya selama 2 (dua)
tahun terakhir dengan tidak Llerputus-putus, kecuali bag
putera Desa vang berada di luar Desa yang bersanghutan,
sehurang-kurmangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) ta-
hun dan selinggitingginya 60 (enam puluh) tahun,

sehal jasmani dan rokhani.

sehurmng-kurangnya berizasah Sekolah Lanjutan Pertama,
atau vang berpengelahuan/bherpengalaman vang sederajat
clenpan itu.

{2). Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagai ler-
sebut ayat (1) pasal ini.
Pegawai Neperi dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa vang me.
menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} kecuali
huruf ¢ juga barus memiliki sural keteranpan dengan persetujuan
dari atasannya yanpg berwenang untuk itu.

{#). Bagi Pepawai Negeri dan putera Desa vang terpilih dan diangkat
menjadi  Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai
Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan,

Pasal 8 (haru).

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indone-
sig, penduduk Desa vang bersangkutan dan telah memiliki persyaratan
tersebut pada Pasal 6 dan Pasal T mempunyal hak memilih dan hak
dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun
dengan alasan apapun®,



BAB VL
PENCALONAN KEPALA DESA.
Pagal 9,

(1). Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara terlulis ke-
pada Bupati Kepala Daerah Tingkat [T melalui Panitia Pencalonan
dan Pelaksana Pemilihan dengan dilengkapi keterangan-keterang-
an vang diperlulan.

(2], Dalam hal Pepawal Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
avat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibe-
baskan sementlara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala
Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

BAB. VIL
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA,
Pasal 10.

Selurang-kurangnva 7 (lujuh) hari sebelum pemiliban elilaksanakan,
Panitia Penealonan dan Pelaksana Pemiliban memberi tahukan pendu-
duk Desa vang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengu-
muman i lempal-lempal yang terbuka, lentang akan diadakannya
pemilihan Kepala Desa,

Pasal 11,

i1}, Pemilihan harus bevsifal langsun g, umum, bebas dan rahasia,

(2}, Sctiap orang yang mempunyal hak memilih hanya mempunyai
salu suara dan tidak boleh diwakilkan.

{3). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempal yang telah
ditentukan oleh Panitia Pengawas,

f4). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan
dengan ketentuan tiap T P S sebanyak-banyaknya untuk 500
{Lima ratus) orang pemilih, kecuali bagi Dusun terpencil diadgkan
TP S Lersendiri,

(5} Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Bali memberikan petunjuk
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) ayat (2) dan
aval (3).

(). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayval {3}, Gubermur Kepala Daerah Tingkal [ Bali dapat menunjuk
Bupati Kepala Dacrah Tingkat 11,

Pasal 12.

(1). Pada saal pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan ber-
kewajiban untuk
a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lan-
car, terlib, aman dan teratur,
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{21,

(3}

i1,

{2).

(4).

(1)

b. Menjamin pelaksanaan pemungulan suara secara tertib dan
teratur,

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa
harus berada pada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti
pelaksanaan pemungutan suara,

Panitia Pemelihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih
hanya memberikan satu suars dan menolak pemberian suara yang
diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 13.

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah vang hadir
untuk mengrunakan halk pililinya sekurang-kurangnya 273 (dua
per dga} dari jumlah selumh pemilih yang telah disahkan,

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak
pilihnya kurang dari vang ditentukan sebagaimana vang dimaksud
dalam ayal (1) pemilihan Kepala Desa dinvatakan batal dan se-
lambatlambalnya 3 (tiga) han setelah pembatalan dimaksud Pani-
ta Pemiliban mengadakan pemilihan ulangan.

Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilik yang hadir un-
tuk menggunakan hak pilihnya kumang dard ' (setengah) dari
jumlah seluruh pemilih vang telah disahkan, maka bedakulah ke-
tentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3,

Pasal 14.

- Lalon Kepala Desa vang dinyatakan terpilih ialah calon vang men-

dapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya 1/5
(seperlima) dar jumiah pemilih yang mengpunakan hak pilihnyva,

- Dalwmn hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka

calon Kepala Desa tersebut bam dinyatakan terpilib apabila men-
dapal dukungan suara sekurang-kurangnya '4 (setengah) ditambah
satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya,

Pasal 15,

. Ralam hal lidak scorang calonpun yang mendapat dukungan suara

terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Panitia Pemili-
han mengadakan pemilihan ulangan.

. Dalam hal pemilihan ulanpan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) hasilnya tetap sama, maka berlakulah ketentuan penunjukan
penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Pasal 16.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu) orang calon vang mendapat
jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam



pasal 13 dengan jumlah yang sama maka pemilihan  ulangan di-
adakan hanya untuk ealen-calon yang mendapal jumlah dukung-
an suara lerhanyak yang sama,

(2}, Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan calon yang
dinvatakan terpilih, dilaksanakan dengan cara calon yvang bersang-
kutan menjawah daftar perlanyaan yang telah disediakan oleh
panitia peneliti dan penpuji dalam sampul yang disegel.

{3). Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayvat
(2} dilaksanakan pada hari dan tangeal pemungutan suara seiclah
selesginya perhilungan suara,

{4}, Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap dallar perlanyaan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat {3) menentukan calon sebagai pe-
menang.

Pasal 17.

{1). Panitia’ Pengawas menetapkan lempat dan tanggal diadakannya
pemilihan ulanpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat
(2} dan (3). Pasal 15 avat (1), can pasal 16 ayal { 1) dan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelab pemilihan pertama.

{23, Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam aval (1) dinya-
lakan sah apabila ': (setengah) dar jumlah pemilih yvang di-
nyatakan sah oleh Panitia Pengawas, hadir untuk mengpunakan
hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan pasal 14 tetap berlaku.

Pasal 18.

Dalam hal pemilihan wlangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (2) tidak berhasil, maka berlakulah ketentuan penunjukan pen-
jabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 19.

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pe-
laksanaan pemungutan suara hars disediakan 2 (dua) kotak suara
ataun 2 {dua) tanda gambar vang berbeda masing-masing untuk suara
yvang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 20,

Setelah permungutan suara selesai maka Kelua Panitia Pencalonan dan

Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

a. menanda tangani berita acara jalannya pemungutan suara bersa-
ma-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengeriian,
bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lan-
car, tertib dan teratur ;

b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk
- sotelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa,
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Panitia Pengawas dan Panitia Peneliti dan Penguji ;

¢, mengumumkan hasil jumlah perbitupgan suara dimaksud dan
menanda tangani berita acara perhitungan suara bersamasama
dengan para calon Kepala Desa,

Pasal 21,
Setelah selosai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka Panitya Pen-
calonan dan Pelaksanaan Pemilihan selambat-lambatnva 14 {empat
belas) har terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, segera me-
ngajukan berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggung ja-
waban biava pemilihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 me-
lalui Camalt,

BAR. VIIL
PENGESAHAN, PENGANGEATAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA,
Pasal 22,

(1), Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati Kepala Dacrah
Tingkat IT atas nama Cubernur Kepala Daerah Tingkat [ Bali
dengan menerbitkan Keputusan penpanpkatan sebagal Kepala
Desa selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima
herita acara dan lapovan pelaksanaan pemilihan sebagaimana di-
maksud pasal 21,

(2). Kepada calon terpilih vang diangkat sebagal Kepala Desa diberd-
kan petikan dari Kepotusan Bupati Kepala Dacrah Tinghkat T se-
bagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23.

{1). Selambal.lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya
Keputusan Bupali Kepala Dacrah Tingkat I, maka Kepala Desy
vang bersanpkutan sudah dilantik oleh Bupati Kepale Dperali
Tingkal II alau pefabal yang ditunjul olehnyve alas nama Guber-
nuer Kepela Daerah Tingha! T Bali,

{2). Pada saal pelantikan sebapaimana dimaksud dalam ayat (1), Ke-
pala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau
berjanji dengan bersungguhsungguh di hadapan Bupati Kepaln
Daerah Tingkat IT atau pejabat vang ditunjuk uniuk itu, pac
anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masya-
rakat lainnya dalam wilayah Desa yang bemsangkutan,

Pasal 24.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tzhun terhitung sejak
tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali setelah melalui
pemilihan untuk 1 (satu}) kall masa jabatan berikutnya,



EAB IX.
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.
Pusal 25,

{1). Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitya Pen-
calonan dan Pelaksana Pemilihan Kepada Bupat] Kepala Daerah
Tingkal IT melalui Camat setelah dimusyvawarahkan dengan Lem-
baga Musyawarah Desa.

{2). Bupati Kepala Daerah Tingkat [I menetapkan besamya biaya pe-
mtilihan Kepala Desa,

{3). Biaya Pemilihan Kepala Dega sebagaitmana dimaksud dalam ayval
(1) ditangpung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat IT dan Pemerintah Desa bersama warga Desa.

{4). Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan uniuk
i, administrasi {pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan

tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan seba-

gainya yang sejenis) ;

pendafiaran pemilih ; x

pembuatan bilik/kamar tempat pemiliban ;

Penelitian syarat-syarat ealon ;

honorarium panilyva, Konsumsi dan biayva rapat-rapat ;

honorarium pelugas,

(5). Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 memberikan petunjuk lebil lan-
jut kepada Panitya Pencalonan dan Pelaksana pemilihan mengenai
pedoman pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa,

o Mo = Mo B =

Pasal 26.
Panitya Pencalonan dan pelaksana Pemilihan memberikan laporan per-
tanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa, kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat [T melalui Camat.,

BAB X, ’
PFEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

Pasal 27.

{1). Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak Fi-
dana atas usul Camat dapat diberhentikan sementara,

(2). Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat I1.

{3). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka
pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala
Desa vang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
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(4],

{1

(2).

{1).

{2}

(3}

().

(5).

Atasl wsul dan saran dard Camat dengan berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai fekualon pesti, maka Bupati
Kepala Daerah Tingkat [1 mencabul Keputusan Femberhentian se-
mentara Kepala Desa vang bersangkutan untuk dikukuhkan kem-
bali dalam hal vang bersangkutan dinyatakan lidak bersalah alau
diberhentikan dalam hal vang bersangkulan dinyatakan bersalah.

Pasal 28.

Kopala Desa diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat I
atas nama Cubemur Kepala Dacrah Tingkat 1 Bali karena .

a. meninggal dunia ;

b, atas permintaan sendir ;

¢. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa
yang hant ;

d. tidak lagi memenuhi sesuatu syaral yang ditentukan dalam
pasal T ayal (1)

g, tindakan-tindakannya yvang menghilangkan kepercayaan pen-
duduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala
Desa ;

f.  sebah-sehah lain vang bertentangan dengan peraturan pern-
dang-undangan dan atau noma-normma Kehidupan masyarakal
Desa tersebut.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) diberhentikan

atas usul Camal setelah diadakan penclitian oleh Bupali Kepala

Daerah Tingkat II secara seksama,

B AB. XI
LOWONGAN KEPALA DESA.
Pasal 29,

Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau di-
berhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (salu) bulan terhitung mulai
saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud da-
lam ayal (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayal
{2} diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) se-
jak lowongnya jabatan Kepala Desa.

Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pe-
milihan Kepala Desa, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat [T me-
ngajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala
Desa kepada Gubemnur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali.

Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berpendapn
lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan,
pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu)
tahun.



(6). Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Bali berpendapat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka bedakulah ketentuan
penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3.

BAB XIL
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF.

Pasal 30.

Anpgota Panitya Pemilihan Kepala Desa schagaimana dimaksud dalam
pasal 4 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran ter-
hadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk ke-
pentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi
administratif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

BAEB, XIIL
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP,

Pasal 31.

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerai: ini, se-
telah diadakan penilaian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 dengan
hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapl masa jabalannya 8
tghun terhitung mulai vang bemsangkutan dilantik sebagal Kepala
Desa.

Pasal 32.

Hal-hal lainnya yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peratu-
ran Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemnur
Kepala Daerah Tingkat [ Bali,

Pasal 33.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 34.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Bali
Nomor : 18/DPRD/ (Pengumuman Resmi DPD Bali Nomor ; 3 Tahun
1952) tentang Peraturan Pemilihan Perbekel/Bendesa, Kelian di. Dae-
rah Bali dinyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengang-
katan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditarik kembali.

129



130

Denpasar, 23 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA
DAERAH PROPINSI DAERAH DAERAH TINGKAT ]
TINGEAT I BALI BALI
WAKIL KETUA ;
t.h.d,
{ IGUSTI NGURAH SINDHY A BA ). { MANTRA ).

WIP. 130095383,

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl, : 19 Maret 1982 No, : 140,61 - 268
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t.t.d.

{ Dis. H. Soemamo ).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. :19 tanpgpal : 24 Mei Tahun 1982,
Seri : D No. 118,

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIF, 010023939,




IL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROFINSI DAERAH TINGEAT 1 BALIL
NOMOR : 08 TAHUN 1981,
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGEATAN,

PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

Penjelasan Umum :
1. Desa adalah suatu Wilayah vang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesa-

tuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mem-
punyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyvelenggarakan rumah tangganya sendid dalam ikatan Negara HKesatuan
Republik Indonesia (pasal 1 huruf a U.U. No. b tahun 1979 tentang Pemerinta-
han Desa).

Kepala Desa di dalam menyelenggarakan Rumah tangganya sendin haruslah
mapu mencerminkan suara hati nurani penduduk Desa.

Oleh karena itu cara pengisian Jabatan Kepala Desa yang dapat menyelenggara-
kan umah tangganya senciri sesual dengan aspirasi penduduk Desa, adalah de-
ngan cara pemilihan.

Kepala Desa hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan
kewibawaan ke bawah, vang dipatuhi, ditaati dan disegani oleh warganya, dan
karenanya Kepala Desa diharapkan mampu menjalankan hak, wewenang dan ke-
wajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat {1) Undang-Undang No. 5
Tahun 1979,

. Azas pemilihan

Sesual denpgan pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang No. § Tahun 1979 dimana
dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan raha-
sia adalah seperti tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa pada pasal b ayat (1).

Peraturan Daerah ini menipakan tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 dari Undang-
Undang No, 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala
Desa,

Penjelasan pasal demi pasal : Cukup jelas,
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